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BAB V 

DEKONSTRUKSI PENYELESAIAN 

PERKARA GUGAT CERAI DENGAN ALASAN SYIQĀQ 
 
 

Dekonstruksi adalah cara membaca teks secara sangat cermat hingga 

menemukan ketidakkonsistenan dan paradok dalam konnsep-kensep teks secara 

keseluruhan.
1
 Istilah Dekonstrukasi lebih dekat dengan pengertian etimologis dari 

kata analisis, yang berarti mengurai, melepas, membuka (to undo), ia lebih 

menunjuk kepada strategi mengurai struktur dan medan pemaknaan  dalam teks, 

Teori ini dapat digunakan sebagai membebaskan didasarkan pada pandangan 

bahwa hukum progeresif tidak menerima hukum sebagai institusi mutlak dan 

final.
2
  

Istilah Prancis dekonstruksi adalah dekonstruire yang berarti membongkar 

mesin, akan tetapi membongkar untuk dipasang kembali, oleh karena itu 

dekonstruksi berarti positif, karena membongkar dan menjungkir balikkan makna 

teks, tetapi bukan dengan tujuan membongkar saja, akan tetapi membangun teks 

atau wacana dengan makna baru yang berbeda dengan teks yang didekonstrukasi.
3
 

Melalaui uraian di atas, maka dalam dekonstruksi hukum kaitannya 

dengan pembahasan disertasi ini setidaknya ada dua komponen yang 

melingkupinya, yaitu : 

                                                           
1
A. Sukris Sarmadi, Dekonstruksi hukum Progersi Ahli Waris Pengganti Dalam 

Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: AswajaKencana, 2012), h. 387. 

 
2
A. Sukris Sarmadi,h. 108 

3
https://media.neliti.com/media/publications/165255-ID-dekonstruksi-hukum-sebagai-

strategi-pemb.pdf. Diakses pad tanggal 7 Agustus 2024 

  

https://media.neliti.com/media/publications/165255-ID-dekonstruksi-hukum-sebagai-strategi-pemb.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/165255-ID-dekonstruksi-hukum-sebagai-strategi-pemb.pdf
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1. Melakuan analisis kritis serta konprehensif terhadap teks dan konteks dari 

aturan dan ketentuan yang mengatur mengenai penyelesaian perkara gugat 

cerai dengan alasan syiqāq, baik pada  penerapan hukum  maupun pada 

berbagai hal yang berkaitan dengan aturan-aturan tersebut sebagai akibat 

dari persinggugan  antara teks aturan dengan peraturan-peraturan lainnya, 

juga dalam prktek peradilan dan kaitannya  dengan  teori-teori analisis 

lainnya. 

2. Solusi atau jalan keluar dari hasil analisis kritis dan komprehensip yang 

telah dilakukan. 

A. Tinnjauan Hukum Pemisahan Perselisihan dan Pertengkaran menjadi 

syiqāq dan bukan syiqāq 

 

Dalam masalah syiqāq, problem hukum mulai muncul ketika oleh Abdul 

Manan digulirkan pendapat “Dalam praktek Pengadilan Agama, alasan perceraian 

sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 

1975 itu tidak selalu disebut syiqāq. Dikatakan syiqāq kalau gugatan perceraian 

itu dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang mengandung unsur-unsur yang 

membahayakan kehidupan suami istri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan 

(broken marriage) berakhirnya perkawinan mereka dengan putusan pengadilan. 

Sedangkan alasan perceraian yang didasarkan kepada perselisihan dan 

pertengkaran yang tidak mengandung unsur membahayakan dan belum sampai 

kepada tingkat darurat, maka hal   tersebut belum bisa dikatakan syiqāq.”4
 

Selanjutnya beliau menjelaskan “Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang 

                                                           
4
 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 

(Jakarta: Kencana, 2005), h. 387. 

 



245 

 

Peradilan Agama telah memantapkan bahwa syiqāq merupakan alasan cerai yang 

diajukan kepada Pengadilan Agama sebagai perkara tersendiri. Mengajukan 

perkaranya ke Pengadilan Agama sejak awal sudah merupakan perkara syiqāq, 

jadi bukan perkara lain yang kemudian disyiqāqkan setelah berlangsung 

pemeriksaan perkara dalam persidangan sebagaimana dilakukan oleh para hakim 

sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut”.
5
 

Problem hukum ini semakin menguat ketika pendapat tersebut dilegitimasi 

ke dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Pola 

Bindalmin/Buku II) yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung RI nomor: KMA/032/SK/IV/2006, ditentukan sebagai berikut:
6
 

a. Dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian gugat cerai atas dasar alasan 

cekcok terus menurut ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 ditambah Pasal 116 KHI, Pengadilan Agama harus 

mempedomani Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, 

dilakukan pembuktian saksi kemudian didengar keterangan keluarga atau 

orang dekat suami istri. Keterangan keluarga atau orang dekat dari suami 

dan istri bila difungsikan sebagai bukti, harus disumpah. 

b. Gugatan atas alasan syiqāq harus dibuat sejak awal bahwa perkara tersebut 

perkara syiqāq, bukan perubahan dari gugat cerai atas dasar cekcok terus-

menerus yang kemudian dijadikan perkara syiqāq. 

                                                           
5
 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, h. 

387. 
6
 Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 

(Buku II), (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), h. 

152. 
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c. Pemeriksaan dan penyelesaian gugat cerai atas dasar syiqāq harus 

berpedoman pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, 

yaitu pemeriksaan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang dekat dengan 

suami istri, setelah itu Pengadilan Agama mengangkat keluarga suami atau 

istri atau orang lain sebagai hakam. Hakam melakukan musyawarah, 

hasilnya diserahkan kepada Pengadilan Agama sebagai dasar putusan. 

d. Hasil musyawarah hakam dapat dijadikan bukti awal oleh majelis hakim di 

dalam menjatuhkan putusan. 

Ketentuan yang ada dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Peradilan Agama (Buku II huruf b) di atas benar-benar melegitimasi pendapat 

Abdul Manan, ketentuan dalam huruf b tersebut juga mengakomodir pemisahan 

perselisihan dan pertengkaran menjadi 1) perselisihan dan pertengkaran biasa, dan 

2) perselisihan dan pertengkaran syiqāq. 

Pembahasan dalam sub bab ini lebih lanjut akan mengemukakan analisis 

berupa tinjauan hukum dari berbagai aspek terhadap pemisahan atau 

pengkategorian perselisihan serta pertengkaran terus menerus menjadi syiqāq dan 

bukan syiqāq. 

1. Menurut Tinjauan Teori Syahadah 

Dalam tinjauan teori syahadah ini akan dilakukan melalui dua 

pendekatan, yaitu melalui pendekatan tafsir Al-Quran dan melalui pendekatan 

fikih. 

a. Melalui Pendekatan Tafsir Al-Qur’an 
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Berkenaan dengan masalah syiqāq sebagaimana terdapat dalam Al-

Qur’an Surah An-Nisa/4:35 di dalam Tafsir Al-Sa’diy (Taisir Al-Karim Al-

Rahman fi Tafir Al-Mannan) dijelaskan sebagai berikut: 

نِهِمَاْشِقَاقَْْخِف تمُْ ْوَإِنْ } لِهِْْمِنْ ْحَكَمًاْفَاب عَثوُاْبَي  لِهَاْمِنْ ْوَحَكَمًاْأهَ  ْيرُِيداَْإِنْ ْأهَ 
لاحًا نَهُمَاْاَللُّْْيوَُف ِقِْْإِص  ْ{ْ.خَبيِرًاْعَلِيمًاْكَانَْْاَللَّْْإِنَْْبَي 

ْكلْيكونْحتىْوالمجانبةْوالمباعدةْالزوجينْبينْالشقاقْخفتمْوإن:ْأي
لِهِْْمِنْ ْحَكَمًاْفَاب عَثوُا}ْشقْفيْمنهما لِهَاْمِنْ ْوَحَكَمًاْأهَ  ْأهَ  ْأي{ ْرجلين:

ْالجمعْويعرفانْالزوجين،ْبينْماْعرفانيْعاقلينْعدلينْمسلمينْمكلفين
ْوالتفريق ْالحكم"ْلفظْمنْمستفادْوهذا. ْمنْإلاْحكماْيصلحْلاْلأنه"

ْثمْصاحبه،ْعلىْمنهماْكلْينقمْماْفينظران. الصفاتْبتلكْاتصف
ْالزوجْقنعَاْذلك،ْأحدهماْيستطعْلمْفإنْيجب،ْماْمنهماْكلاْيلزمان
ْالجمعْأمكنهماْومهماْوالخلق،ْالرزقْمنْتيسرْبماْبالرضاْالآخر

ْاجتماعهماْيمكنْلاْأنهْإلىْالحالْوصلتْفإن.عنهْيعدلاْفلاْوالإصلاح
ْأنْورأياْالله،ْومعصيةْوالمقاطعةْالمعاداةْوجهْعلىْإلاْوإصلاحهما

ْبينهماْفرقاْأصلح،ْبينهماْالتفريق ْيدلْكماْالزوج،ْرضاْيشترطْولا.
ْعليه،ْالمحكومْيرضْملْْولوْيحكمْوالحكمْحكمين،ْسماهماْاللهْأنْعليه
ْ}قالْولهذا لاحًاْيرُِيداَْإِنْ : نَهُمَاْاَللُّْْيوَُف ِقِْْإِص  ْبَي  ْأي{ ْالرأيْبسبب:

 .القرينينْبينْويؤلفْالقلوبْيجذبْالذيْوالكلامْالميمون
ْمطلعاْوالبواطن،ْالظواهرْبجميعْعالمًا:ْأي{ْخَبِيرًاْعَلِيمًاْكَانَْْاَللَّْْإِنَْ}

ْالأحكامْهذهْلكمْشرعْأنْوخبرهْعلمهْفمن.ْرارهاوأسْالأمورْخفاياْعلى
7.الجميلةْوالشرائعْالجليلة

  
 

Dari kutipan ini secara umum dapat dipahami bahwa syiqāq 

melingkupi perselisihan yang mengakibatkan hubungan suami istri menjadi 

semakin merenggang, menjauh dan menjadi asing. Sedangkan dalam 

penanganan syiqāq tersebut adalah dengan mengangkat Hakamain (dua juru 

                                                           
7
Abd Ar-Rahman bin Nashir bin ‘Abd Allah Al-Sa’diy, Taisir Al-Karim Al-Rahman fi 

Tafsir Al-Mannan, Jilid I (Al-Mu’assar Al-Risalah, 2000), h. 117. 
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damai), yakni dua orang laki-laki muslim yang mukallaf, berakal dan adil 

serta masing-masing hakam tersebut paham betul dengan konsekuensi 

tugasnya yang bisa berakibat kepada mengumpulkan atau menceraikan 

pasangan suami istri yang sedang bermasalah tersebut. Tugas dari kedua 

orang juru damai ini adalah mendamaikan kedua suami istri tersebut dari 

upaya kedua hakam inilah nantinya diketahui mana yang lebih maslahat 

mengumpulkan kedua suami istri tersebut atau menceraikannya. 

Kemudian dalam Tafsir Al-Muyassar oleh Al-Zuhaili (Tafsir Al-

Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Manhaj), Surah An-Nisa/4:35 

tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

ْْكأنْخلاف،ْأوْوخصامْنزاعْشِقاقَْ.ْعلمتمْخِف تمُْ ْوَإِنْ   ْشقْ ْفيْمنهماْكلا 

ًْ.ْبرضاهماْإليهماْعَثوُافَابْ .ْالزوجينْبينْبَي نِهِما .وجانب ْعدلاْرجلاْحَكَما

ْمحكما لِهِْْمِنْ . ْأقاربهْأهَ  .ًْ لِهاْمِنْ ْوَحَكَما ْأقاربهاْأهَ  ْحكمهْالزوجْويوكل.

ْالفرقةْفيْحكمهاْهيْوتوكلْعليه،ْعوضْوقبولْطلاقْفي ْيرُِيداْإِنْ .

ْالحكمانْأي ْالطاعةْهوْماْعلىْاللهْيقدرهماْأيْالزوجين،ْبينْبَي نِهِما.

ْفراقْأوْإصلاحْمن .ًْ ْشيءْبكلْعَلِيما ْالأمورْببواطنْخَبِيراًْ.

 8.وظواهرها
Secara umum maksud dari kutipan tersebut, syiqāq itu adalah 

perselisihan, permusuhan dan pertentangan antara suami istri yang berakibat 

kepada renggangnya hubungan suami istri, apabila terjadi kondisi yang 

demikian, maka untuk mengatasinya diutuslah dua orang hakam (dua orang 

orang juru damai) satu orang juru damai dari kerabat pihak suami dan satu 

                                                           
8
 Wahbah bin Musthofa Al-Zuhaili, Tafsir Al-Munir fi Al-Al-Aqidah wa Al-Syariah wa Al-

Manhaj, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr Al-Ma’sir, n.d.), h. 53. 
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orang lagi dari kerabat pihak istri, tugas utama dari hakam ini adalah untuk 

mengupayakan perdamaian antara kedua suami istri tersebut, dari kedua 

hakam inilah nantinya, diputuskan mana yang lebih maslahat bagi kedua 

suami istri tersebut, tetap mempertahankan hubungan perkawinan atau 

bercerai. 

Di dalam Tafsir Al-Qurthubi (Al-Jami’ li Ahkami Al-Qur’an) 

dijelaskan pengertian syiqāq sebagai berikut: 

قَاقُْ قَاقُْ:ْوَقِيلَْ.ْال مُنَازَعَةُْْالش ِ لهُُْ.ْوَالتعََادِيْوَال مُخَالَفَةُْْال مُجَادلََةُْْالش ِ ْمِنَْْوَأصَ 
ق ِْ ْ ْفِيْال فرَِيقَي نِْْمِنَْْوَاحِدْ ْكُلَْْفَكَأنََْْال جَانِبُ،ْوَهُوَْْالش ِ ْشِق ِْْغَي رِْْشِق 

قَاقَْْإِنَْ:ْوَقيِلَْ …صَاحِبِهِْ عبُُ،ْيَشُقْ ْمَاْفِع لِْْنْ مِْْمَأ خُوذ ْْالش ِ ْكُلَْْفكََأنََْْوَيَص 
رِصُْْال فرَِيقَي نِْْمِنَْْوَاحِدْ  9صَاحِبِهْعَلىَْيَشُقْ ْمَاْعَلىَْيَح 

 

 
Maksud dari kutipan tersebut, syiqāq itu adalah pertentangan, 

dikatakan juga syiqāq itu perdebatan, perselisihan dan permusuhan. Asal 

katanya adalah al-syiqq yaitu sisi, karena seolah-oleh dua orang yang 

berselisihan itu berada pada dua sisi yang berbeda … Dikatakan pula syiqāq 

itu diambil dari kata kerja yang maksudnya sesuatu yang meretakkan dan 

menyulitkan, karena dua orang yang berselisih tersebut hubungannya antara 

satu sama lain menjadi retak. 

Dalam masalah syiqāq ini di dalam kitab tafsir Al-Mawardiy 

dijelaskan sebagai berikut: 

ْيريداْإنْأهلهاْمنْوحكماْأهلهْمنْحكماْفابعثواْبينهماْشقاقْخفتمْوإن}
ْ}خبيراْعليماْكانْاللهْإنْبينهماْاللهْيوفقْإصلاحا ْشِقَاقَْْتمُْ خِفْ ْوَإِنْ {

ْبَينِهِمَا ْْصاحبهْمنْمنهماْواحدْكلْمشاقةْيعني{ ْيشقْماْإتيانْوهو,
                                                           

9Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abiy Bakr bin Farh Al-Anshari Al-Khajraji 

Syamsuddin Al-Qurthubi, Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an,  Jilid II (Kairo: Dar Al-Kutub Al-

Mishriyah, 1964), h. 143. 
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,ْْحقهْمنْلزمهاْماْوتركْعنهْفنشوزهاْالمرأةْمنْأماْ.أمورْمنْعليه
,ْْبإحسانْتسريحْأوْبمعروفْإمساكْعنْفعدولهْالزوجْمنْوأما

ًْْفلانْشاقْالقائلْقولْمنْمصدرْوالشقاق ْنهمامْواحدْكلْأتىْإذاْفلانا
ْْعليهْيشقْبماْصاحبهْإلى ْبالعداوةْشقْفيْصارْقدْلأنهْوقيل,

ْ.والمباعدة
ًْْفَاب عَث وا ْ} نْ ْحَكَما لِهِْْم ِ ًْْأهَ  لِهَاْمِنْ ْوَحَكَما ْالحكمينْبإيفادْالمأمورْوفي{ْأهَ 

ْأقاويلْثلاثة ْأحدها: ْْالزوجانْإليهْتراجعْإذاْالسلطانْأنه: ْقولْوهو,
ْْجبيرْبنْسعيد ْوالضحاك, ْثانيوال. ْْالزوجان: .ْالسديْقولْوهو,

ْوالثالث ْ}يجتمعاْلمْوإنْالزوجينْأحد: ًْْيرُِيدآَْإِن. لاحَا ْإِص  ْيعني{
ْ}الحَكَمَين نَهُمَاْاللهُْْيوَُفقِِْ. ْبَي  ْوجهينْيحتمل{ ْأحدهما: ْبينْاللهْيوفق:
ْالزوجينْبينْالصلاحْفيْالحكمين ْوالثاني. ْبينْبينهماْاللهْيوفق:
قَةِْْوفي.ْللإصلاحْوالحكمين,ْْمَينالحَكَْْبإصلاحْالزوجين ْرأياهاْإذاْالفرُ 
ًْ ْقولانْالزوجينْإذنْغيرْمنْصلاحا ْأحدهما: ْلأنْإليهاْذلكْليس:
ْفصارْالحُكمْمنْمشتقْالحَكَمْلأنْذلكْلهما:ْوالثاني.ْالزوجْإلىْالطلاق
ًْْيراهْبماْكالحاكم 10.صلاحا

 
 

Intisari maksud dari kutipan di atas, yang dimaksud dengan syiqāq 

itu adalah kesulitan yang dihadapi oleh masing-masing pasangan suami istri, 

yakni perselisihan yang menjadi masalah bagi suami istri tersebut, masalah 

yang datang dari istri itu misalnya nusyuz (ketidaktaatan) atau keengganan 

istri dalam melaksanakan hak-hak suaminya. Sedangkan masalah yang 

datang dari suami misalnya keengganan suami untuk menggauli istri dengan 

cara yang ma’ruf atau tidak mau menceraikannya dengan cara ihsan. Kata 

syiqāq itu disandarkan kepada perkataan “seseorang berselisih dengan orang 

lain” maksudnya apabila kedua orang itu tetap bersikukuh dengan 

pendapat/perselisihannya, dikatakan pula dalam syiqāq (perselisihan) itu 

                                                           
10

 Abu Al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Muhammad Habib Al-Basri Al-Bagdadi Al 

Mawardi, Al-Nukt wa Al-‘Uyun, Jilid I (Bairut: Dar Al-Kutb Al-‘Alamiyyah, n.d.), h. 484. 
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mengandung permusuhan dan saling menjauhkan diri. Dalam menangani 

masalah syiqāq antara pasangan suami istri maka ditunjuklah dua orang juru 

damai untuk mendamaikan suami istri tersebut. Mengenai siapa atau dari 

mana dua orang juru damai itu diambil, ada tiga pendapat: Pertama, Juru 

damai itu diambil dan ditunjuk dari sultan (penguasa). Kedua, Juru damai itu 

diambil dari keluarga kedua suami istri. Ketiga, Jika tidak dimungkinkan 

juru damai itu diambil dari keluarga kedua suami istri, maka diambil lah dari 

keluarga salah seorang suami istri tersebut. Menurut pendapat pertama, jika 

kedua juru damai tersebut benar-benar menginginkan untuk mendamaikan, 

maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kedua juru damai tersebut 

mana yang lebih baik bagi pasangan suami istri tersebut berkumpul ataukah 

bercerai. Menurut pendapat kedua, terhadap upaya damai yang diusahakan 

oleh kedua juru damai, Allah akan memberi petunjuk kepada suami istri itu 

untuk berdamai, dan Allah juga akan memberi petunjuk kedua juru damai 

itu mana yang lebih baik bagi pasangan suami istri tersebut berkumpul 

ataukah bercerai. 

Di dalam kitab tafsir Al-Wasith fi Tafsir Al-Qur’an Al-Majid, 

berkenaan dengan masalah syiqāq tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

ْماْوخلافْعداوة:ْأيْبينهماْشقاقْعلمتم:ْأيْخفتمْوإن:ْجلالهْجلَْْقوله
لِهِْْمِنْ ْحَكَمًاْفَاب عَثوُا}ْبينهما، ْالنساء{ْ]أهَ  :35ْ ْلحكميناْببعثْالمأمور[

ْبمعنىْوالحكمْإليه،ْبينهماْشجرْفيماْالزوجانْيترافعْالذيْالسلطان
ْ.الظلمْمنْالمانعْوهوْالحاكم
ْ}وقوله لِهِْْمِنْ : لِهَاْمِنْ ْوَحَكَمًاْأهَ  ْالنساء{ْ]أهَ  :35ْ ْأي[ ْهذاْأقاربْمن:

لاحًاْيرُِيداَْإِنْ }ْتلك،ْوأقارب نَهُمَاْاَللُّْْيوَُف ِقِْْإِص  ْ]بَي  ْالنساء{ :35ْ ْقال[
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ْوالمرأةْالزوجْبينْاللهْيوفقْإصلاحاْالحكمانْأرادْإن:ْالمفسرينْعامة
 .يصطلحاْحتى

ْ]عَلِيمًاْكَانَْْاللََّْْإِنَْ} ْالنساء{ :35ْ ْالمودة،ْمنْالزوجينْقلبْفيْبما[
11 .منهماْيكونْبما:ْخبيرا

 
Pengertian dari kutipan tersebut, jika kalian mengetahui terjadi 

syiqāq antara kedua suami istri, maksudnya terjadi permusuhan dan 

perselisihan antara kedua suami istri, maka untuk mengatasinya utuslah dua 

orang hakam, yang berwenang dalam mengangkat hakam ini adalah sultan 

(penguasa) yang menangani persoalan/perselisihan yang dihadapi oleh 

kedua suami istri. Hakam itu adalah hakim orang yang menghentikan 

kezaliman. Hakam itu satu orang diambil dari keluarga pihak suami, satu 

orang lagi dari keluarga pihak istri. Umumnya menurut para mufassir jika 

kedua hakam itu memang menginginkan perdamaian antara suami istri, 

maka Allah akan memberikan taufik kepada suami istri tersebut untuk 

berdamai. Allah Maha Mengetahui kasih sayang yang ada dalam hati suami 

istri tersebut, dan Allah Maha Mengetahui tentang suami istri tersebut. 

 

b. Melalui Pendekatan Fikih 

Tentang persoalan syiqāq ini di dalam kitab Al-Fiqh Al-Islamiy wa 

Adillatuh dijelaskan sebagai berikut: 

ْإيذاءْهو:ْوالضرر.ْالكرامةْفيْالطعنْبسببْالشديدْالنزاعْهوْالشقاق
ْبالكرامة،ْالمخلْوالتقبيحْالمقذعْكالشتمْبالفعل،ْأوْبالقولْلزوجتهْالزوج

                                                           
11

 Abu Al-Hasan ‘Ali bin Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali Al-Wahidi Al-Naisabururi Al-

Syafi’i, Al-Wasith fi Tafsir Al-Qur’an Al-Majid, Jilid I (Bairut: Dar Al-Kutb Al-‘Alamiyyah, 

1994), h. 47-48. 
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ح،ْالضربو ْوالهجرْوالإعراضْالله،ْحرمْماْفعلْعلىْوالحملْالمبر ِ
ْ.ونحوهْيبيحه،ْسببْغيرْمن

ْ:للشقاقْالتفريقْفيْالفقهاءْرأي
ْمهماْللضررْأوْللشقاقْالتفريق(1ْ)ْوالحنابلةْوالشافعيةْالحنفيةْيجزْلم

ْطريقْعنْالطلاق،ْبغيرْيمكنْالزوجةْعنْالضررْدفعْلأنْشديدا؛ًْكان
ْعنْيرجعْحتىْبالتأديبْالرجلْعلىْوالحكمْالقاضي،ْإلىْالأمرْرفع

ْ.بهاْالإضرار
2ْ)ْالمالكيةْوأجاز ًْْللضرر،ْأوْللشقاقْالتفريق( ْلاْوحتىْللنزاع،ْمنعا
ًْْالزوجيةْالحياةْتصبح ْوالسلامْالصلاةْعليهْولقولهْوبلاء،ْجحيما ْلا»:
ْأثبتتْفإنْللقاضي،ْأمرهاْالمرأةْترفعْعليهْوبناء.ْ«ضرارْولاْضرر

ْالضررْإثباتْعنْعجزتْوإنْمنه،ْطلقهاْدعواها،ْصحةْأوْالضرر
ْحكمينْالقاضيْبعثْالادعاءْكررتْفإنْدعواها،ْرفضت :ًْ ْمنْحكما

ًْْأهلها ْتفريقْأوْوصلحْجمعْمنْالأصلحْلفعلْالزوج،ْأهلْمنْوحكما
ًْْفابعثواْبينهما،ْشقاقْخفتمْوإن:ْ}تعالىْلقولهْدونه،ْأوْبعوض ْمنْحكما

ًْْأهله ْ[.35ْ/4:النساء{ْ]أهلهاْمنْوحكما
ْأنْعلىْواتفقواْقولهما،ْينفذْلمْاختلفاْإذاْالحكمينْأنْعلىْالفقهاءْواتفق
ْواختلف .الزوجينْمنْتوكيلْبغيرْنافذْالزوجينْبينْالجمعْفيْقولهما
ْإلىْيحتاجْهلْعليه،ْاتفقاْإذاْالزوجينْبينْالحكمينْتفريقْفيْالفقهاء

ْمنْبتوكيلْالحكمْيعملْالجمهور؛ْالفقْإليه؟ْيحتاجْلاْأوْالزوجْمنْإذن
ْإليهماْالزوجْيجعلْأنْإلاْالزوجينْبينْيفرقاْأنْللحكمينْفليسْالزوج،

ْيوكلهْمنْأوْالزوجْسوىْأحدْبيدْليسْالطلاقْأنْالأصلْلأنْالتفريق؛
ْالزوج ْفلاْالزوجة،ْإلىْالمالْوبذلْشرعاً،ْالزوجْإلىْالطلاقْلأن.
ْ.بإذنهماْإلاْيجوز
ْالمالكيةْوقال ْتوكيلْبغيرْوالاجتماعْالفرقةْفيْالحكمينْقولْينفذ:

ْأبيْبنْعليْعنْمالكْرواهْماْبدليلْفيهما،ْمنهماْإذنْولاْالزوجين
ْالحكمينْفيْلْقاْأنهْطالب ْ«والجمعْالزوجينْبينْالتفرقةْإليهما»:
ْبالضررْرأيهْفيْيطُل ِقْوالسلطانْبالسلطان،ْالحكمينْيشب هْمالكْفالإمام
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ًْْفابعثوا:ْ}تعالىْقولهْفيْحكمينْاللهْسماهماْوقدْتبين،ْإذا ْأهلهْمنْحكما
ًْ  12.الزوجينْرضاْيعتبرْولم[35ْ/4ْ:النساء{ْ]أهلهاْمنْوحكما

 

Intisari maksud dari kutipan ini, syiqāq adalah perselisihan yang 

tajam, lantaran persoalan martabat (ego). Sedangkan kemudharatan adalah 

ketidaknyamanan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, baik berupa 

perkataan atau perbuatan, seperti hinaan yang tidak senonoh dan hinaan 

yang merendahkan martabat, pukulan yang menyakiti, perbuatan yang 

melanggar ketentuan-ketentuan Allah dan berpaling atau meninggalkan istri 

tanpa sebab yang dibenarkan, dan lain sebagainya. Menurut Mazhab Hanafi, 

Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali, tidak boleh menceraikan suami istri 

lantaran syiqāq atau terjadinya hal-hal yang membahayakan sekalipun hal 

yang membahayakan tersebut dalam tingkatan yang berat, karena mengatasi 

hal yang membahayakan bisa dilakukan tanpa harus melalui perceraian. 

Mengatasi hal yang membahayakan tersebut bisa dilakukan dengan cara istri 

mengadukan halnya kepada hakim. 

Mazhab Maliki membolehkan menceraikan lantaran terjadi syiqāq 

atau karena terjadinya hal yang membahayakan, untuk mencegah pertikaian 

agar jangan sampai kehidupan suami istri menjadi neraka dan bala bencana. 

Para fuqaha sepakat, apabila kedua hakam tersebut tidak sepakat 

dalam menilai keadaan hubungan suami istri (satu orang hakam menilai 

lebih maslahat diceraikan sedangkan hakam lainnya menilai lebih maslahat 
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 Wahbah bin Musthafa Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamiy wa ‘Adillatuh, Jilid 9 

(Damaskus: Dar Al-Fikr, n.d), h. 7060-7061. 
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dikumpulkan), maka pendapat kedua hakam tersebut tidak diterima. 

Sedangkan apabila kedua hakam itu sepakat menilai lebih maslahat jika 

suami istri tersebut disatukan (tidak diceraikan), maka pendapat kedua 

hakam tersebut diterima. 

Namun dalam hal kedua hakam menilai yang lebih maslahat bagi 

suami istri tersebut adalah diceraikan, maka dalam hal ini terdapat 

perbedaan pendapat dikalangan fuqaha, menurut mayoritas fuqaha hakam 

tidak berhak menceraikan kedua suami istri tersebut karena hak talak mutlak 

ditangan suami, namun menurut Mazhab Malik hakam tersebut punya 

kewenangan untuk menceraikan. 

Mengenai syiqāq ini dalam kitab Al-fiqh ‘ala Mazahib Al-Arba’ 

dijelaskan sebagai berikut: 

ْيستطيعْمنْبينهماْيتوسطْأنْالسنةْفمنْشقاقْالزوجينْبينْحدثْفإذا
ْإلىْالشقاقْواشتدْالاصلاحْعنْعجزواْفإنْأهلهماْمنْعليهماْالتأثير
ْيصحْالحالةْهذهْفيْفإنهْتعالىْاللهْحدودْعنْالخروجْمعهاْيخشىْدرجة

:ْتعالىْقولهْيشيرْالمعنىْهذاْوإلىْعوض،ْبغيرْأوْبعوضْالمفارقة
ًْْفابعثوا} ًْْأهلهْمنْحكما ْالرجلْبالحكمْوالمرادْالآية،ْ{أهلهاْمنْوحكما

ْتأثيرْلهمْالأهلْلأنْالأهل،ْمنْالحكمينْبعثْكانْوإنماْللحكم،ْالصالح
ْومعرفتهمْالأمورْبواطنْعلىْلاطلاعهمْالأجانبْمنْأكثرْالنفوسْعلى

ْباطنية،ْتكونْقدْالشقاقْأسبابْأنْعلىْالنفوس،ْتصلحْالتيْبالأساليب
ْمنْالحكمينْاختيارْفحكمةْالأجانب،ْأمامْإفشاءهاْلزوجاناْيستطعْفلا

ْالمصلحة؟ْاقتضتْإذاْالتطليقْفيْالحقْللحكمينْوهلْظاهرة،ْالأهل
ْتكرهْحتىْبالقسوةْزوجتهْيعاملْأنْللرجلْيصحْوهل(1ْ)ْنعم:ْالجواب

ْمعاشرتهْمنْفراراًْْبالمالْمنهْافتدتْوإذاْبالمال،ْمنهْوتفتديْمعاشرته
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ْعنْالجوابْفيْالمثل؟ْأخذْفيْالحقْلهْويكونْالخلعْحيصْفهلْالقاسية
 13المذاهبْتفصيلْذلك

 

Intisari maksud dari kutipan tersebut, apabila antara suami istri 

terjadi syiqāq, maka sunnahnya adalah perselisihan antara kedua suami istri 

itu ditengahi oleh pihak yang paham dengan persoalan yang dihadapi oleh 

suami istri tersebut, pihak yang menengahi tersebut adalah dua orang hakam 

masing-masing satu orang hakam dari keluarga pihak suami dan satu orang 

hakam lagi dari pihak keluarga istri. Namun apabila syiqāqnya semakin 

memuncak sehingga menimbulkan kekhawatiran melanggar ketentuan-

ketentuan Allah, maka dalam kondisi demikian dibenarkan menceraikan 

kedua suami istri tersebut dengan iwadh (uang tebusan) atau tanpa uang 

tebusan, inilah makna dari firman Allah SWT “maka utuslah oleh kalian 

satu orang hakam dari keluarga pihak suami dan satu orang hakam lagi dari 

pihak keluarga istri”. Hakam itu adalah orang seorang laki-laki yang paham 

tentang tugasnya sebagai juru damai. Dipilihnya hakam itu dari pihak 

keluarga suami istri tersebut karena pihak keluarga akan lebih memahami 

persoalan perselisihan yang dihadap oleh kedua suami istri tersebut. Apakah 

kedua hakam tersebut berwenang menceraikan kedua suami istri tersebut 

apabila hal itu dinilai lebih maslahat? Pada dasarnya boleh, namun dalam 

permasalahan ini ada kajian yang lebih rinci.
14

 

                                                           
13‘Abdul Al-Rahman bin Muhammad ‘Audh Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘ala Mazahib Al-Arba’, 

Jilid IV (Bairut: Dar Al-Kutub Al-’Alamiyyah, 2004), h. 348-349. 
14

 Keterangan rincian lebih lanjut mengenai hal  ini tidak berbeda dengan yang 

diterangkan dalam Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana dalam kutipan angka 9. 
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Kemudian dalam kitab fikih Fiqh Al-Sunnah dijelaskan sebagai 

berikut: 

ْالفرقةْمنْوخيفْالعداءْواستحكمْالزوجينْبينْالشقاقْوقعْإذا
ْأمرهما،ْفيْلينظراْحكمينْالحاكمْبعثْللانهيارْالزوجيةْالحياةوتعرضت

ْاللهْيقول .إنهائهاْأوْللزوجيةْالحياةْإبقاءْمنْالمصلحةْفيهْماْويفعلا
 أهلهاْمنْوحكماْأهلهْمنْحكماْفابعثواْبينهماْشقاقْخفتمْوإن:ْ"ْسبحانه

". 
ْأنْيشترطْولا .مسلمينْعدلينْبالغينْعاقلينْالحكمانْيكونْأنْويشترط

ْللندب،ْالايةْفيْوالامرْجاز،ْأهلهماْغيرْمنْكاناْفإنْأهلهما،ْمنْيكونا
 .آخرْجانبْنمْبالحالْوأعلمْيحدث،ْبماْوأدرىْجانبْمنْأرفقْلانهما

ْالحاجةْدونْالانهاءْأوْالابقاءْمنْالمصلحةْفيهْماْيفعلاْأنْوللحكمين
 .توكيلهماْأوْالزوجينْرضاْإلى

ْوالشعبي،ْالرحمن،ْعبدْبنْسلمةْوأبيْعباس،ْوابنْعلي،ْرأيْوهذا
ْوابنْوإسحاق،ْوالاوزاعي،ْومالك،ْجبير،ْبنْوسعيدْوالنخعي،

15.المنذر
 

 

Maksud dari kutipan tersebut, apabila terjadi syiqāq antara suami 

istri, kemudian nampaklah permusuhan antara keduanya dan ada 

kekhawatiran terjadi perceraian, dan hubungan perkawinan menjadi rusak, 

maka hakim mengutus dua orang orang hakam untuk memantau suami istri 

yang sedang dalam masalah tersebut, kedua hakam itu mengambil langkah 

yang diperlukan untuk kemaslahatan kedua belah pihak yang berseteru 

tersebut, maslahat yang dimaksud bisa berupa menyatukan atau 

menceraikan kedua pasangan suami istri tersebut. Allah SWT berfirman 

“jika kalaian khawatir terjadi syiqāq antara kedua suami istri tersebut, maka 

utuslah satu orang hakam dari keluarga pihak suami, dan satu orang hakam 
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 Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, Jilid II (Bairut: Dar Kitab Al’Arabiy, 1977), h. 307-308. 
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dari keluarga pihak istri”. Disyaratkan hakam itu adalah dua orang laki-laki 

yang berakal, dewasa, adil dan muslim, tidak dipersyaratkan hakam itu 

keluarga dari pihak suami istri, dalam artian dibolehkan bukan dari keluarga 

suami istri, ditunjuknya hakam dari keluarga suami istri adalah sebuah nadb 

(anjuran), karena hakam dari pihak keluarga umumnya lebih mengetahui 

persoalan suami istri tersebut dibandingkan dengan hakam dari bukan 

keluarga. Kedua hakam tersebut diberi hak untuk mengambil langkah yang 

dianggap maslahat bagi kedua suami istri tersebut, baik menyatukan ataupun 

menceraikannya, tanpa harus melalui persetujuan dari suami istri yang 

bersangkutan, demikianlah menurut pendapat Ali, Ibn Abbas, Abi Salamah 

bin Abd. Rahman, Al-Sya’biy, Al-Nakha’iy, Said bin Zubair, Malik, Al-

Awja’iy, Ishaq dan Ibn Al-Mundzir. 

Melalui pendekatan tafsir Al-Qur’an dan fikih dapat dipahami bahwa 

syiqāq tersebut melingkupi semua bentuk perselisihan dan pertengkaran 

yang merusak hubungan suami istri dan merusak keharmonisan dalam 

rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran tersebut baik baru pada tahap 

awal, tahap lanjut maupun dalam tahap sudah berat dan parah. 

Terhadap syiqāq yang terjadi antara suami istri ini langkah 

penanganan yang harus ditempuh adalah dengan cara menunjuk dan 

mengangkat hakam atau juru damai, satu orang juru damai dari keluarga 

pihak suami, dan satu orang juru damai lagi dari keluarga pihak istri. 
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Tugas utama dari kedua hakam ini adalah mengupayakan untuk 

mendamaikan atau merukunkan kedua pasangan suami istri yang sedang 

bermasalah tersebut. 

Dari upaya perdamaian yang diusahakan oleh kedua hakam tersebut 

dapat dinilai, mana yang lebih memungkinkan dan lebih maslahat bagi 

kedua suami istri tersebut, tetap dipersatukan dalam hubungan suami istri 

atau perceraian yang lebih maslahat. 

Penilaian dari kedua hakam inilah yang nantinya menjadi bahan 

pertimbangan bagi Majelis Hakim di Pengadilan dalam memutuskan perkara 

syiqāq tersebut. apakah diakhiri dengan perdamaian karena memang upaya 

perdamaian yang dilakukan oleh kedua hakam tersebut berhasil 

mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, atau perkara tersebut 

diakhiri dengan putusan perceraian, karena memang antara suami istri 

tersebut sudah tidak bisa didamaikan dan disatukan lagi. 

Dengan memahami pengertian dan ruang lingkup syiqāq melalui 

pendekatan tafsir Al-qur’an dan pendekatan fikih ini dapat dinilai bahwa 

pemisahan alasan perceraian antara suami istri terjadi perselisihan dan 

pertengkaran terus-menerus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf Kompilasi 

Hukum Islam menjadi perselisihan dan pertengkaran syiqāq dan bukan 

syiqāq adalah kurang tepat, kurang tepat pendapat yang mengkategorikan 

syiqāq sebagai gugatan perceraian dengan alasan telah terjadi pertengkaran 

yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami istri 
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dan sudah terjadi pecahnya perkawinan (broken marriage). Sedangkan 

alasan perceraian yang didasarkan kepada perselisihan dan pertengkaran 

yang tidak mengandung unsur membahayakan dan belum sampai kepada 

tingkat darurat, maka hal tersebut belum bisa dikatakan syiqāq.
16

 

Melalui pemahaman terhadap konsep, pengertian dan ruang lingkup 

syiqāq, maka semestinya alasan perceraian berupa perselisihan dan 

pertengkaran terus-menerus yang terjadi antara suami istri dan tidak ada 

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, secara keseluruhan 

masuk dalam ruang lingkup syiqāq. Sehingga dalam pemeriksaan dan 

penanganan perkara perceraian dengan alasan sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 

116 huruf f Kompilasi Hukum Islam haruslah diterapkan ketentuan Pasal 76 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan 

sebagai berikut:  

(1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqāq, maka untuk 

mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi 

yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami 

istri. 

(2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat 

persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih 

dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi 

hakam. 

                                                           
16

 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama., h. 

387. 
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Yang bersumber dan dijiwai oleh ketentuan Al-Qur’an dalam Surah 

An-Nisa/4:35. Dengan demikian ketentuan Pola Bindalmin/Buku II 

(KMA/032/SK/IV/200) huruf b yang menentukan “Gugatan atas alasan 

syiqāq harus dibuat sejak awal bahwa perkara tersebut perkara syiqāq, 

bukan perubahan dari gugat cerai atas dasar cekcok terus menerus yang 

kemudian dijadikan perkara syiqāq”, harus ditinjau ulang. 

 

2. Menurut Tinjauan Teori Maslahat. 

Teori maslahat dalam hukum Islam berbicara tentang kemaslahatan  

sebagai tujuan hukum Islam (maqȧṣid syari‘ah). Pada hakikatnya, tujuan 

hukum Islam adalah guna kemaslahatan (kebaikan) manusia baik di dunia 

hingga di akhirat kelak. Beberapa tokoh ulama dan pemikir muslim yang telah 

memperkenalkan teori maslahat, yaitu Imam Mȧlik, Imām al-Gazȧli dan Imām 

al-Syaṭibiy.
17

 

 Kemaslahatan yang dicanangkan hukum Islam, setidaknya terdiri dari 

2 (dua) bagian. Pertama, kemaslahatan yang bersifat individual. Kedua, 

kemaslahatan yang bersifat komunal (sosial-kemanusiaan). Pada bagian yang 

menyangkut kemaslahatan individual di presentasikan pada penekanan 

tanggungjawab manusia dengan Allah Swt. Mengenai kemaslahatan yang 

bersifat komunal di presentasikan sebagai tindakan manusia terhadap manusia 

lainnya maupun terhadap lingkungan.18 

                                                           
17

 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syarī’ah menurut asy-Syathibi (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1996), h. 63. 
18

 Alaiddin Koto, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 26. 
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Jika aspek maslahat dihubungkan dengan penanganan perkara 

perceraian, maka setidaknya ada dua hal yang sangat relevan untuk diamati 

dalam hal penanganan perkara melalui penerapan hukum acara syiqāq. 

a. Berefek kepada  asas mempersulit terjadinya perceraian. 

Di dalam Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip atau asas 

mempersulit terjadinya perceraian, hal ini termaktub dalam penjelasan 

umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 

huruf  e, yaitu “karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga 

yang bahagia, kekal dan sejahtera maka undang-undang ini menganut 

prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian untuk memungkinkan 

perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta perceraian harus di depan 

sidang Pengadilan”. 

Perceraian merupakan alternatif terakhir yang boleh ditempuh 

apabila keutuhan keluarga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Pengadilan 

Agama yang berstatus sebagai wadah bagi para pencari keadilan memiliki 

wewenang penuh dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara 

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1986 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 

2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama. Berdasarkan hal tersebut dengan adanya asas mempersulit 

terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan 
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diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal supaya angka perceraian 

yang terjadi dalam masyarakat dapat berkurang.
19

 

Dalam penanganan dan penyelesaian perkara perselisihan dan 

pertengkaran terus menerus yang masuk dalam kategori  syiqāq, harus 

diterapkan  hukum acara syiqāq, akibatnya tahapan penyelesaian akan lebih 

panjang, dan  waktu penyelesaian perkara juga akan relatif lebih lama, 

sehingga berefek kepada  “asas mempersulit terjadinya perceraian”, lantaran 

dalam penerapan  hukum acara syiqāq, setelah mendengarkan keterangan 

saksi-saksi keluarga atau orang dekat dengan para pihak, hukum acara 

selanjutnya adalah menunjuk dan mengangkat hakam, satu orang hakam 

dari keluarga pihak suami dan satu orang hakam lagi dari pihak istri, 

kemudian kedua orang hakam tersebut diberikan waktu yang cukup untuk 

mendamaikan kedua suami istri yang sedang berselisih dan bertengkar 

tersebut, selanjutnya kedua hakam tersebut mengupayakan untuk 

merukunkan dan mendamaikan serta mengambil langkah dan tindakan yang 

diperlukan guna mendamaikan kedua suami istri tersebut, tahap berikutnya 

kedua hakam tersebut melaporkan kepada Majelis Hakim hasil dari 

perdamaian yang mereka upayakan, kalau upaya perdamaian tersebut 

berhasil, maka perkara perceraian tersebut diakhiri dengan damai dan 

gugatan perceraian dicabut, namun jika upaya perdamaian tersebut oleh 

kedua hakam itu dilaporkan tidak berhasil, maka laporan tersebut akan 

menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan 

                                                           
19

 A. Amelia, “Pelaksanaan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan 
Agama Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perkawinan” 7 
(2): 2020., h. 2-3. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/viewFile/29135/28072 

https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/viewFile/29135/28072


264 

 

perkara itu dengan perceraian. Hal ini akan sangat berbeda keadaannya 

dalam penanganan dan pemeriksaan perkara perselisihan dan pertengkaran 

biasa (bukan syiqāq), tidak perlu menerapkan hukum acara syiqāq, yang 

diterapkan hanya hukum acara biasa, sehingga proses penangan perkara 

perceraian ini terkesan akan lebih mudah dan lebih cepat, akan tetapi 

negatifnya hal ini akan memberi kesan begitu gampang dan mudahnya 

untuk melakukan perceraian, sehingga yang terjadi malah kebalikan dari 

asas mempersulit terjadi perceraian, yakni mempermudah atau 

mengentengkan proses perceraian. 

b. Memaksimalkan upaya perdamaian. 

Ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg dan juga Pasal 1851 

KUHPerdata memuat kewajiban bagi hakim untuk mengadakan perdamaian 

terlebih dahulu sebelum memulai memeriksa pokok perkara, termasuk di 

dalamnya adalah perkara perceraian di Pengadilan Agama. Hal ini pun 

sesuai dengan maksud Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 

1989 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 beserta 

penjelasannya, dimana dikemukakan bahwa selama perkara belum diputus, 

usaha perdamaian para pihak yang berperkara dapat dilakukan setiap sidang 

pemeriksaan. Oleh karena itu seorang hakim harus mempunyai seni untuk 

dapat mendamaikan para pihak yang ingin bercerai dan bukan hanya 

sekedar menanyakan kesediaan berdamai kepada masing-masing pihak. Bila 

hakim tersebut aktif memberikan motivasi kepada para pihak yang 



265 

 

berperkara, maka besar kemungkinan usaha perdamaian itu akan berhasil 

mencapai kesepakatan.
20

 

Upaya perdamaian merupakan upaya yang ditempuh untuk 

menyelesaikan sengketa di antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga. 

Upaya tersebut dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. 

Dalam hal perdamaian dilakukan di luar pengadilan, maka pihak ketiga 

dapat  berasal dari keluarga, seperti dalam sengketa rumah tangga antara 

suami dan istri. Perdamaian diupayakan oleh pihak ketiga atau hakam yang 

berasal dari keluarga masing-masing pihak, baik suami maupun istri. 

Sebagaimana dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa/4:35, bahwa apabila 

terjadinya perselisihan antara suami dan istri maka kirimkan seorang hakam 

dari keluarga suami dan keluarga istri. Hal ini karena pihak ketiga tersebut 

akan lebih mengetahui keadaan keluarga suami istri secara mendalam dan 

mendekati kebenaran.
21

 

Tidak diragukan lagi, penerapan hukum acara syiqāq sampai pada 

proses pengangkatan dan penunjukan Hakamain dan pengupayaan damai 

oleh Hakamain, akan memaksimalkan dan mengoptimalkan uapaya untuk 

mendamaikan suami istri yang sedang berseteru. 

Dengan adanya pemisahan perkara gugatan perceraian dengan alasan 

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, menjadi perkara syiqāq 

                                                           
20

 M. Yanis Saputra, “Peran Aktif Hakim dalam Upaya Perdamaian terhadap Perkara 
Perceraian di Pengadilan Agama Maninjau (Perkara No. 80/Pdt.G/2021/PA.Min)., h. 6-7. 

https://www.pa-maninjau.go.id/  
21

 Ummul Khaira, Azhari Yahya, “Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara 
Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen), De Jure: 

Jurnal Penelitian Hukum, h. 2. 

https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/390/pdf 

https://www.pa-maninjau.go.id/
https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/390/pdf
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dan bukan syiqāq, maka dalam perkara syiqāq upaya perdamaian dapat 

dilaksanakan secara maksimal dan optimal, akan tetapi dalam perkara 

gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran 

biasa (bukan syiqāq) upaya perdamaian tersebut belum maksimal dan 

optimal. 

 

3. Menurut Tinjauan Māqashid syarīah 

Maqāṣhid syarīah mencakup hikmah-hikmah dibalik hukum, maqāṣhid 

syarīah juga merupakan tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum 

Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju 

keburukan. Maqāṣhid syarīah mencakup “menjaga akal dan jiwa manusia” 

menjelaskan larangan tegas terhadap minuman beralkohol dan minuman 

penghilang akal lainnya. Selain itu makna maqāṣhid syarīah adalah 

sekumpulan maksud Ilahiyah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar 

hukum Islam. Maqāṣhid syarīah dapat pula mempresentasikan hubungan 

antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, 

pembangunan dan keadaban.
22

 

Maqāṣhid syarīah dapat terealisasi apabila lima unsur pokok dapat 

diwujudkan dan dipelihara. Lima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, 

                                                           
22

 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, terj. Rosidin dan 

Ali Abd el Mun‟im (Jakarta: Mizan, 2015), h. 32. 
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keturunan, akal dan harta.
23

 Uraian lebih lanjut dari kelima unsur tersebut 

adalah sebagai berikut:
24

 

a. Memelihara Agama (al-din) 

Beragama merupakan kebutuhan utama manusia yang harus 

dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah 

memerintahkan manusia untuk tetap berusaha menegakan agama (QS. Asy-

Syura/42:13). Agama harus dipelihara karena agama merupakan kumpulan 

akidah, ibadah dan muamalah yang disyariatkan Allah untuk mengatur 

hubungan manusia dengan Allah SWT, dan hubungan antar sesamanya. 

Allah SWT mensyariatkan untuk mewujudkan, mengukuhkan, dan 

mendirikannya dengan cara mewajibkan melakukan lima rukun Islam yaitu 

syahadah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa bulan Ramadhan dan 

melakukan haji bagi orang yang mampu. Allah SWT juga mewajibkan 

mengajak kepada agama dengan hikmah dan nasihat yang baik, maka dari 

itu terwujudlah konsep jihad demi melawan siapa saja yang berusaha 

merusak Islam. Begitu juga konsekuensi murtad, penyesatan, dan lain-lain. 

b. Memelihara Jiwa (al-nafs) 

Islam mensyariatkan agar mewujudkan dan melestarikan ras 

manusia dengan jalan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Agar dapat 

                                                           
23Ahmad Sainul, “Maqashid Asy-Syariah Tinjauan Filsafar Hukum Islam” 

https://repo.uinsyahada.ac.id/1372/1/2509-6083-1-PB.pdf 
24Afridawati, “Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan 

Harta) dan Penerapannya dalam Maslahah”, Al-Qisthu, vol. 13, no. 1 (2015): h. 7-9. 

https://media.neliti.com/media/publications/559889-stratifikasi-al-maqashid-al-khamsah-agam-

7b9b7ebc.pdf  

https://repo.uinsyahada.ac.id/1372/1/2509-6083-1-PB.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/559889-stratifikasi-al-maqashid-al-khamsah-agam-7b9b7ebc.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/559889-stratifikasi-al-maqashid-al-khamsah-agam-7b9b7ebc.pdf


268 

 

menjaga dan menjamin kehidupan manusia, Islam mewajibkan secara pasti 

untuk makan, minum, pakaian dan lain-lain. 

c. Memelihara Akal (al-aql) 

Akal adalah sebuah nikmat yang agung. Allah SWT memberinya 

agar membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya, karena itu Allah 

SWT mensyariatkan agar menjaganya dan menganjurkan memanfaatkan 

akal untuk mendapatkan ilmu. Agar dapat menjaganya, Allah melarang 

segala sesuatu yang dapat merusak atau melemahkan akal. Maka dari itu, 

sebuah hukuman akan didapatkan bagi yang memakan (mengkonsumsi) 

sesuatu yang dapat menghilangkan akal. 

d. Memelihara Keturunan (al-nasl).  

Syariat tetap melestarikan pernikahan dan menganjurkannya. Agar 

dapat menjaga keturunan, Islam mengharamkan zina dan menegakkan 

hukuman bagi pelakunya. Ini adalah karena mencegah dari bercampurnya 

nasab dan menjaga kemuliaan manusia. 

e. Memelihara Harta (al-mal).  

Harta adalah salah satu sebab agar dapat bertahan hidup. Syariat juga 

memperbolehkan melakukan muamalah di antara manusia dengan cara jual 

beli, sewa, dan lain-lain untuk mengatur cara memanfaatkan harta. Agar 

dapat menjaganya, maka diharamkan dan dihukum mencuri. Diharamkan 

menipu dan mengkhianati. Begitu juga lainnya agar dapat mencegah dari 

tercelanya tasaruf dan bahaya terhadap diri dan lainnya. 
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Dalam hubungan dengan persoalan syiqāq yang terjadi antara suami 

istri dan penerapan hukum acara syiqāq dalam menangani dan 

menyelesaikan perkara syiqāq, dari kelima māqashid syariah tersebut secara 

keseluruhan bisa direlevansikan dan dikorelasikan, tetapi yang paling 

relevan dan berkorelasi dengan persoalan penangan perkara syiqāq tersebut 

adalah hifz al-din (memelihara dan menjaga agama). 

Ada dua alasan mengapa hifz al-din (memelihara dan menjaga 

agama) menjadi sangat relevan dengan penerapan hukum acara syiqāq. 

1) Pertama yakni syiqāq (perselisihan dan pertengkaran) yang 

berkembang dan semakin memuncak berpotensi bagi pasangan 

suami istri yang terlibat dalam syiqāq tersebut untuk melanggar 

ketentuan-ketentuan Allah. Suami yang lagi dalam kondisi emosi 

akibat pertengkaran yang semakin memuncak berpotensi akan 

mengabaikan kewajibannya terhadap istri. Demikian juga istri yang 

lagi bermusuhan dengan suaminya berpotensi untuk mengabaikan 

kewajibannya terhadap suaminya. Dengan demikian kedua suami 

istri tersebut berpotensi melalaikan kewajibannya satu sama lain, 

yang pada prinsipnya pengabaian kewajiban suami istri tersebut 

merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah SWT, 

yang berarti pelanggaran terhadap prinsip hizb al-din (memelihara 

ketentuan-ketentuan agama). Abd. Al-Rahman Al-Jaziri 

mengatakan “syiqāq (perselisihan dan pertengkaran) yang semakin 
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memuncak bisa membawa kekhawatiran kepada pelanggaran 

terhadap ketentuan-ketentuan (hudud) Allah SWT”. 

2) Alasan kedua pada perkara syiqāq yakni perselisihan dan 

pertengkaran terus-menerus yang terjadi antara suami istri, maka 

penangan perkara syiqāq tersebut harus dengan cara menerapkan 

ketentuan-ketentuan hukum syiqāq sebagaimana ditentukan dalam 

Al-Qur’an QS. An-Nisa: 35, tidak diterapkannya ketentuan hukum 

syiqāq tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-

ketentuan Allah SWT, yang berarti pengabaian terhadap prinsip 

hizb al-din (tidak melaksanakan ketentuan agama secara konsisten 

dan konsekuen). 

Telah dijelaskan pada BAB III, problem mendasar dari pengaturan 

perceraian dengan alasan syiqāq adalah terjadinya pemisahan, 

pengkategorian atau divergensi alasan perceraian berupa perselisihan serta 

pertengkaran terus-menerus yang terjadi antara suami istri yang tidak ada 

harapan lagi untuk dirukunkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 j.o Pasal 116 huruf f 

Kompilasi Hukum Islam menjadi perselisihan serta pertengkaran yang 

termasuk dalam kategori syiqāq dan perselisihan serta pertengkaran yang 

tidak masuk dalam kategori syiqāq. Perselisihan dan pertengkaran yang 

termasuk dalam kategori syiqāq diperiksa dan ditangani dengan menerapkan 

hukum acara syiqāq sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang 

Nomor 7 tahun 1989 yang paralel QS. An-Nisa/4:35. Sedangkan untuk 
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perselisihan dan pertengkaran yang tidak masuk dalam kategori syiqāq, 

dalam pemeriksaan dan penangan perkaranya hanya menerapkan hukum 

acara biasa (tidak menerapkan hukum acara syiqāq).     

Pada praktek perkara gugat cerai dengan alasan antara suami istri 

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sudah terlanjur 

dibedakan dikatakan “syiqāq kalau gugatan perceraian itu dengan alasan 

telah terjadi pertengkaran yang mengandung unsur-unsur yang 

membahayakan kehidupan suami istri dan sudah terjadi pecahnya 

perkawinan (broken marriage). Sedangkan alasan perceraian yang 

didasarkan kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak mengandung 

unsur membahayakan dan belum sampai kepada tingkat darurat, maka hal 

tersebut belum bisa dikatakan syiqāq.”25
 

 Untuk perkara gugat cerai dengan alasan perselisihan dan 

pertengkaran yang masuk dalam kategori syiqāq, relatif tidak ada persoalan, 

terhadap perkara ini diterapkan ketentuan syiqāq secara tepat dan benar, 

yakni di keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat, 

diangkat dan ditunjuk satu hakam dari keluarga pihak suami dan satu orang 

hakam lagi dari pihak keluarga istri. Dari seluruh proses penerapan hukum 

acara syiqāq inilah nantinya majelis hakim menilai, apakah perkara tersebut 

akan diputuskan dengan perceraian, ataukah di akhiri dengan perdamaian.  

Hubungan dengan māqashid syariah, dalam hal ini tentang hifz al-

din (menjaga dan memelihara agama). Dalam perkara gugat cerai dengan 
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 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, h. 

387. 
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alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang masuk 

dalam kategori syiqāq. Ketentuan hukum Islam berkenaan dengan 

penanganan perkara syiqāq telah dilaksanakan dan di praktekan secara 

memadai, sehingga dalam kontek ini hifz al-din tersebut telah dilaksanakan 

secara memadai. 

Persoalannya terletak pada gugat perceraian dengan alasan 

perceraian antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus 

menerus yang (sudah terlanjur) tidak dimasukkan dalam kategori syiqāq, 

yakni “alasan perceraian yang didasarkan kepada perselisihan dan 

pertengkaran yang tidak mengandung unsur membahayakan dan belum 

sampai kepada tingkat darurat.”26
 Dalam perkara ini tidak diterapkan 

ketentuan hukum acara syiqāq, karena sudah terlanjur dikategorikan sebagai 

perselisihan dan pertengkaran biasa (bukan syiqāq), pada hal secara 

substansi (sebagaimana telah diuraikan melalui tinjauan teori shahādah) 

perkara gugatan perceraian jenis ini juga masuk dalam kategori syiqāq. 

Dengan tidak diterapkannya ketentuan syiqāq dalam perkara ini maka hifz 

al-din (memelihara dan menjaga agama) dalam penanganan perkara ini 

terabaikan. 

 

4. Menurut Tinjauan Teori Sinkronisasi Hukum  

Sinkronisasi hukum adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-
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 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, h. 
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undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang 

tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur 

dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi, 

saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail 

dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi 

adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang 

dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan 

bidang tertentu secara efisien dan efektif.
27

 

Melalui teori sinkronisasi hukum ini akan dianalisis, apakah dalam hal 

pengaturan dalam penangan perkara syiqāq utamanya dalam hal gugatan 

perceraian dengan alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan 

pertengkaran terus-menerus, yang dalam praktek dan pengaturan lebih lanjut 

dipisahkan menjadi  perselisihan serta pertengkaran yang masuk dalam 

kategori syiqāq, dan perselisihan serta pertengkaran biasa yang tidak masuk 

dalam kategori syiqāq terjadi sinkronisasi hukum atau malah sebaliknya terjadi 

ketidaksinkronan hukum. 

Penanganan perkara perceraian dengan alasan antara suami istri terjadi 

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana ditentukan dalam 

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 

f Kompilasi Hukum Islam. Dalam Buku II Peradilan Agama 

(KMA/032/SK/IV/2006)  pada huruf b ditentukan sebagai berikut: “Gugatan 
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 Inche Sayuna, “Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, 
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atas alasan syiqāq harus dibuat sejak awal bahwa perkara tersebut perkara 

syiqāq, bukan perubahan dari gugat cerai atas dasar cekcok terus menerus yang 

kemudian dijadikan perkara syiqāq”. Kemudian dalam huruf c ditentukan 

“Pemeriksaan dan penyelesaian gugat cerai atas dasar syiqāq harus 

berpedoman pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yaitu pemeriksaan 

saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri, setelah itu 

Pengadilan Agama mengangkat keluarga suami atau istri atau orang lain 

sebagai hakam. Hakam melakukan musyawarah, hasilnya diserahkan kepada 

Pengadilan Agama sebagai dasar putusan”. 

Dengan ketentuan huruf b di atas, dilakukan pemisahan dalam 

penangan dan pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan perselisihan serta 

pertengkaran yang masuk dalam kategori syiqāq, dengan perkara perceraian 

dengan alasan perselisihan serta pertengkaran biasa yang tidak masuk dalam 

kategori syiqāq. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan serta 

pertengkaran yang masuk dalam kategori syiqāq ditangani dan diperiksa 

dengan menerapkan hukum acara syiqāq sebagaimana ditentukan dalam Pasal 

76 UU No. 7 Tahun 1989 yang merupakan implementasi dari ketentuan QS. 

An-Nisa/4:35. 

Sedangkan untuk perkara perceraian dengan alasan perselisihan serta 

pertengkaran yang tidak masuk dalam kategori syiqāq diperiksa dan ditangani 

dengan menerapkan hukum acara biasa (tidak menerapkan hukum acara 

syiqāq). 
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Ketidaksinkronan pertama dari pengaturan dalam Buku II Peradilan 

Agama tersebut, meskipun Buku II Peradilan Agama menentukan pemisahan 

antara  perselisihan serta pertengkaran syiqāq, dengan perselisihan serta 

pertengkaran bukan syiqāq, kemudian Buku II tidak membenarkan Majelis 

Hakim yang memeriksa perkara tersebut mengalihkan pemeriksaan dari 

perkara perselisihan dan pertengkaran biasa (bukan syiqāq), menjadi perkara 

syiqāq, namun dalam Buku II atau peraturan-peraturan lainnya tidak ditentukan 

kriteria yang dapat memisahkan secara tegas mana pertengkaran syiqāq dan 

mana pertengkaran biasa (bukan syiqāq). Untuk memenuhi hajat praktek 

digunakanlah pemisahan atau pengkategorian antara perselisihan serta 

pertengkaran syiqāq, dengan perselisihan dan pertengkaran biasa (bukan 

syiqāq) yang dikemukakan Abdul Manan sebagaimana telah dijelaskan pada 

sub bab sebelumnya. 

Semestinya kalau ingin disinkronkan, karena ketentuan pemisahan 

antara  pertengkaran syiqāq, dengan pertengkaran biasa (bukan syiqāq) lahir 

dari peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Buku II Peradilan Agama, 

maka kriteria pemisahan tersebut juga harus ditentukan atas dasar peraturan 

perundang-undangan, bukan hanya didasarkan kepada pendapat hukum yang 

cenderung merupakan pendapat perorangan. 

Ketidaksinkronan kedua, walaupun kriteria pemisahan pertengkaran 

syiqāq, dan pertengkaran biasa (bukan syiqāq) yang dikemukakan oleh Abdul 

Manan yang diikuti akan terlihat ketidaksinkronan hukum berikutnya, jika 

kriteria tersebut dihubungkan dengan beberapa Surat Edaran Mahkamah 



276 

 

Agung RI (SEMA) yang mengatur masalah perselisihan dan pertengkaran 

sebagai alasan perceraian, yaitu sebagai berikut : 

a. SEMA Nomor 4 Tahun 2014 

Aturan SEMA ini ditentukan sebagai berikut: 

Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah 

tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 

2. Sudah tidak ada komunikasi; 

3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan 

kewajibannya sebagai suami istri. 

4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 

5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya pihak 

ketiga yakni wanita idaman lain, laki-laki idaman lain, kekerasan 

dalam rumah tangga, main judi dan lain-lain).28 

b. SEMA Nomor 03 Tahun 2018 

Berdasarkan SEMA ini diatur dan ditentukan sebagai berikut: 

1. Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama 

dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan 

mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah 

status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur 

masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh 

karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah 
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pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah 

terbukti.29 

2. Indikator pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat harus digali 

hakim dalam pemeriksaan perkara sehingga ditemukan fakta-fakta  

antara lain: sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak saling 

bertegur sapa dalam waktu lama, tidak tidur lagi satu ranjang dalam 

waktu lama, tidak saling menunaikan hak dan kewajiban sebagai 

suami istri, tinggal satu rumah tetapi sejatinya hanya kasihan pada 

anak-anaknya saja, tidak karena suami istri, salah satu atau keduanya 

penggugat atau tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan orang 

lain. Apabila rumah tangga sudah terindikasi demikian telah 

menunjukkan pecahnya rumah tangga, sehingga tujuan suci rumah 

tangga sulit diwujudkan lagi.30 

c. SEMA Nomor 1 Tahun 2022. 

SEMA ini menentukan: 

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran 

yang terus menerus jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus 

menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) 

bulan.
31
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 Mahkamah Agung RI, Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung 

Republik Indonesia, h.  152. 
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Untuk alasan perceraian karena antara suami istri terjadi perselisihan 

dan pertengkaran terus-menerus yang diatur dalam ketiga SEMA di atas 

tidak disebut masalah penerapan hukum acara syiqāq, bahkan sama sekali 

tidak disinggung masalah syiqāq, karena memang ketiga SEMA tersebut 

arahnya mengatur perkara perceraian dengan alasan antara suami istri terjadi 

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam perkara bukan syiqāq, 

akan tetapi kriteria indikasi yang digunakan adalah pecahnya perkawinan 

(broken marriage) yang oleh Abdul Manan pecahnya perkawinan (broken 

marriage) tersebut dijadikan kriteria indikasi perkara syiqāq. 

Kalaupun ketentuan yang ada dalam ketiga SEMA di atas 

diberlakukan hanya untuk perkara syiqāq, maka dengan kriteria syiqāq yang 

ada saja sudah sangat berat, ditambah lagi dengan kriteria yang ada dalam 

ketiga SEMA tersebut tentunya akan memperberat kriteria perkara 

perselisihan dan pertengkaran yang masuk dalam kategori syiqāq, hal ini 

bisa berdampak kepada semakin menghilangnya perkara syiqāq di 

Pengadilan Agama. 

Seandainya pun ketentuan dalam ketiga SEMA di atas, disamping 

diterapkan untuk perkara perceraian dengan alasan antara suami istri terjadi 

perselisihan dan pertengkaran biasa (bukan syiqāq), kemudian juga 

diterapkan untuk perkara syiqāq, maka hal ini justru menambah 

ketidakjelasan kriteria pemisahan perkara perceraian dengan alasan terjadi 

perselisihan dan pertengkaran biasa dengan perkara syiqāq, dan menambah 

ketidaksinkronan pengaturan syiqāq. 
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Kalau dihubungkan dengan kasus yang diteliti sebagaimana 

dikemukakan pada BAB IV, sebagai akibat dari ketidaksesuaian pengaturan 

tersebut, yakni tidak ditentukannya kriteria yang memisahkan antara 

pertengkaran syiqāq dengan pertengkaran biasa. Terlihat terdapat perbedaan 

dalam menentukan kriteria penilaian sehingga pada ketiga kasus tersebut 

oleh masing-masing majelis hakim dinilai sebagai perkara syiqāq. Pada 

kasus I yang dijadikan kriteria sehingga perkara tersebut dinilai sebagai 

perkara syiqāq (dalam proses pemeriksaannya dialihkan menjadi perkara 

syiqāq) adalah karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara 

Penggugat dan Tergugat oleh majelis hakim dinilai tidak berat, sehingga 

lebih tepat untuk ditetapkan sebagai perkara syiqāq dengan menerapkan 

hukum acara syiqāq, dan memaksimalkan upaya perdamaian melalui 

Hakamain. Alasan atau penilaian majelis hakim ini cukup rasional, karena 

perselisihan dan pertengkaran yang terjadi kualitasnya ringan, sehingga 

dengan menerapkan hukum acara syiqāq dan perdamaian melalui 

Hakamain, maka akan lebih memungkinkan untuk didamaikan. Kriteria 

syiqāq yang diterapkan oleh majelis hakim pada kasus I ini sangat berbeda 

dengan kriteria syiqāq yang dikemukakan oleh Abdul Manan yang 

mengkriteriakan syiqāq dengan perselisihan dan pertengkaran yang berat, 

mengandung unsur pecahnya perkawinan (broken marriage) dan adanya 

hal-hal yang membahayakan (al-idhrar). Sedangkan pada kasus II dan kasus 

yang dijadikan kriteria syiqāq adalah perselisihan dan pertengkaran yang 

terjadi oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi unsur membahayakan 
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(al-idhrar) dan juga telah memenuhi unsur pecahnya perkawinan (broken 

marriage) karena kualitas pertengkaran yang sudah sedemikian rupa. Dalam 

Kasus II dan Kasus III kriteria syiqāq yang digunakan oleh Majelis Hakim 

mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Manan.  

Apa yang terjadi pada ketiga kasus ini merupakan bagian dari akibat 

ketidaksesuaian pengaturan penangan perkara syiqāq, utamanya dalam hal 

pemisahan perselisihan serta pertengkaran sebagai alasan perceraian 

menjadi syiqāq dan bukan syiqāq serta tidak jelasnya kriteria yang dijadikan 

sebagai tolak ukur pemisahan tersebut. 

 

B. Dekonstruksi Pengaturan Penanganan Perkara Gugat Cerai dengan 

Alasan Syiqāq di Pengadilan Agama 

 

1. Pelusuran Pemahaman Terhadap Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 

 

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

menentukan bahwa salah satu diantara alasan perceraian adalah antara suami 

dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada 

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 

Kemudian dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 

ditentukan sebagai berikut: 

(1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqāq, maka untuk 

mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi 
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yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami 

istri. 

(2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat 

persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih 

dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi 

hakam. 

Dalam penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 

ditentukan bahwa syiqāq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus 

antara suami dan istri. 

Dari dua ketentuan perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan 

perceraian sebagaimana diterangkan di atas, yakni ketentuan Pasal 19 huruf f 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ketentuan Pasal 76 Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1989. Sejauh ini pendapat yang berkembang dan 

dilegitimasi adalah pendapat yang menilai berbeda antara rumusan perselisihan 

dan pertengkaran terus menerus yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dengan rumusan perselisihan terus 

menerus yang ditentukan dalam Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1989. Dari penilaian ini kemudian melahirkan pembedaan atau 

pengkategorian perselisihan serta pertengkaran terus menerus menjadi 

perselisihan serta pertengkaran terus menerus yang masuk dalam kategori 

syiqāq, dan perselisihan serta pertengkaran biasa yang tidak masuk dalam 

kategori syiqāq. Pengkategorian ini mengakibatkan penerapan hukum yang 

berbeda terhadap masing-masing kategori tersebut, untuk perkara gugatan 
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perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang 

masuk dalam kategori syiqāq diterapkan hukum acara syiqāq sebagaimana 

diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sedangkan untuk 

gugatan perceraian untuk perkara gugatan perceraian dengan alasan 

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak masuk dalam kategori 

syiqāq diterapkan hukum acara biasa. 

Pemisahan perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi 

perkara syiqāq dan perkara bukan syiqāq itu sebenarnya keliru, dalam berbagai 

pendekatan teori analisis pemisahan tersebut tidak tepat, hal ini dapat dilihat 

sebagai berikut: 

a. Melalui Pendekatan Tafsir Al-Qur’an dan Fikih 

Dengan memahami pengertian dan ruang lingkup syiqāq melalui 

pendekatan tafsir Al-Qur’an dan pendekatan fikih ini dapat dinilai bahwa 

pemisahan alasan perceraian antara suami istri terjadi perselisihan dan 

pertengkaran terus-menerus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf Kompilasi 

Hukum Islam menjadi persilisihan dan pertengkaran syiqāq dan bukan 

syiqāq adalah kurang tepat. Kurang tepat pendapat yang mengkategorikan 

syiqāq sebagai gugatan perceraian dengan alasan telah terjadi pertengkaran 

yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami istri 

dan sudah terjadi pecahnya perkawinan (broken marriage). Sedangkan 

alasan perceraian yang didasarkan kepada perselisihan dan pertengkaran 
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yang tidak mengandung unsur membahayakan dan belum sampai kepada 

tingkat darurat, maka hal tersebut belum bisa dikatakan syiqāq. 

Melalui pendekatan tafsir dan fikih dapat dipahami bahwa syiqāq 

tersebut melingkupi semua bentuk perselisihan dan pertengkaran yang 

merusak hubungan suami istri dan merusak keharmonisan dalam rumah 

tangga. Perselisihan dan pertengkaran tersebut baik baru pada tahap awal, 

tahap lanjut maupun dalam tahap sudah berat dan parah.
32

 

Melalui pemahaman terhadap konsep, pengertian dan ruang lingkup 

syiqāq dalam tafsir Al-Qur’an dan fikih, maka semestinya alasan perceraian 

berupa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang terjadi antara 

suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga, secara keseluruhan masuk dalam ruang lingkup syiqāq. Sehingga 

dalam pemeriksaan dan penanganan perkara perceraian dengan alasan 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, 

haruslah diterapkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 

1989. 

b. Melalui Tinjauan Maslahat 

Pada aspek maslahat, dampak pemisahan perkara perceraian dengan 

alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi 

perkara syiqāq dan bukan syiqāq, pada perkara gugatan perceraian dengan 

alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang masuk dalam 
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kategori syiqāq, asas mempersulit terjadinya perceraian dan memaksimalkan 

serta mengoptimalkan upaya perdamaian terpenuhi secara memadai. 

Sedangkan pada perkara gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan 

pertengkaran biasa yang tidak masuk dalam kategori syiqāq, asas 

mempersulit terjadinya perceraian dan memaksimalkan serta 

mengoptimalkan upaya perdamaian, yang terjadi malah sebaliknya proses 

perceraian terkesan mudah, dan upaya perdamaian tidak maksimal dan tidak 

optimal.
33

  

c. Melalui Tinjauan Aspek Maqashid Syari’ah 

Dari segi maqashid syari’ah, akibat dari pengkategorisasian perkara 

perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus 

menerus menjadi perkara syiqāq dan bukan syiqāq, pada perkara gugatan 

perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang 

masuk dalam kategori syiqāq, māqashid syariah dalam hal ini hifz al-din 

(memelihara dan dan menjaga agama) dapat dilaksanakan dengan baik, 

karena dalam perkara syiqāq, ketentuan-ketentuan hukum Allah berkaitan 

dengan masalah syiqāq sebagaimana ditentukan dalam QS. An-Nisa/4:35 

diterapkan dengan baik melalui penerapan hukum acara syiqāq. Sedangkan 

dalam perkara gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan 

pertengkaran biasa yang tidak masuk dalam kategori syiqāq, tidak 

diterapkan ketentuan yang ada dalam QS. Al-Maidah/5:35. 
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Pemisahan perkara  perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan 

dan pertengkaran terus menerus, menjadi perkara syiqāq dan bukan syiqāq, 

kemudian pada masing-masing perkara tersebut ditangani dan periksa secara 

berbeda, perkara syiqāq ditangani dengan menerapkan hukum acara syiqāq, 

sedangkan pada perkara bukan syiqāq diterapkan hukum acara biasa. 

Pemisahan ini bukanlah sebagai akibat langsung dari materi ketentuan 

peraturan perundang-undangan, tetapi hanya merupakan pemahaman atau 

interpretasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga 

dapat saja dilakukan interpretasi ulang atau pemahaman yang berbeda yang 

justru menghapus atau menyatukan pemisahan tersebut. 

Telah dikemukakan di atas dan juga pada bab sebelumnya, 

pemisahan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai alasan 

perceraian, menjadi perkara syiqāq dan bukan syiqāq adalah sesuatu yang 

keliru, yang diakibatkan oleh interpretasi dan pemahaman yang tidak tepat 

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya harus 

dilakukan interpretasi dan pemahaman ulang untuk meluruskan kekeliruan 

dan ketidaktepatan tersebut. 

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 

ditentukan di antara alasan perceraian adalah “antara suami istri telah terjadi 

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sementara itu dalam penjelasan 

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dijelaskan bahwa syiqāq 

adalah syiqāq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara 
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suami dan istri. Kedua rumusan perselisihan dalam masing-masing 

peraturan tersebut mestinya dipahami dan diinterpretasi sebagai sesuatu 

yang sama dan paralel, meski susunan kata-katanya tidak persis sama, 

namun pengertian dan maksudnya sama dan saling mendukung. Kata-kata 

“tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam 

Pasal 19 huruf f, dengan kata “yang tajam” dalam Pasal 76 kedua-duanya 

menunjukkan sifat dan keadaan perselisihan dan pertengkaran yang 

sedemikian rupa. Sehingga dapat dikatakan perselisihan dan pertengkaran 

terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi adalah 

perselisihan dan pertengkaran yang tajam. Sedangkan perselisihan dan 

pertengkaran yang tajam adalah perselisihan dan pertengkaran yang tidak 

ada harapan untuk hidup rukun lagi. 

Dalam analisis  ini, melalui pemahaman dan interpretasi di atas 

dapat disimpulkan bahwa syiqāq adalah perselisihan yang tajam dan terus 

menerus (sebagaimana yang diterangkan dalam penjelasan Pasal 76 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989) yang tidak lain adalah perselisihan 

dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun 

lagi (sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 

9 tahun 1975). Kemudian dalam penanganan dan pemeriksaan perkaranya 

diterapkan hukum acara syiqāq sebagaimana dalam 76 Undang-Undang 

Nomor 7 tahun 1989, yakni: 

(1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqāq, maka untuk 

mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi 
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yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami 

istri. 

(2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat 

persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih 

dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi 

hakam. 

2. Menghapus ketentuan Polabindalmin/Buku II huruf b 

(KMA/032/SK/IV/2006) 

Polabindalmin/Buku II (KMA/032/SK/IV/2006) ditentukan sebagai 

berikut:34 

a. Proses pemeriksaan dan penyelesaian gugat cerai atas dasar alasan 

cekcok terus menurut ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah 9 tahun 

1975 ditambah Pasal 116 KHI, Pengadilan Agama harus mempedomani 

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dilakukan 

pembuktian saksi kemudian didengar keterangan keluarga atau orang 

dekat suami istri. Keterangan keluarga atau orang dekat dari suami dan 

istri bila difungsikan sebagai bukti, harus disumpah. 

b. Gugatan atas alasan syiqāq harus dibuat sejak awal bahwa perkara 

tersebut perkara syiqāq, bukan perubahan dari gugat cerai atas dasar 

cekcok terus menerus yang kemudian dijadikan perkara syiqāq. 

c. Pemeriksaan dan penyelesaian gugat cerai atas dasar syiqāq harus 

berpedoman pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, 

yaitu pemeriksaan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang dekat 

dengan suami istri, setelah itu Pengadilan Agama mengangkat keluarga 

suami atau istri atau orang lain sebagai hakam. Hakam melakukan 

musyawarah, hasilnya diserahkan kepada Pengadilan Agama sebagai 

dasar putusan. 

d. Hasil musyawarah hakam dapat dijadikan bukti awal oleh majelis hakim 

di dalam menjatuhkan putusan. 

Ketentuan huruf a sifatnya hanya penegasan terhadap ketentuan yang 

ada dalam Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 

1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada persoalan 

dengan ketentuan dalam huruf a ini. 

Ketentuan huruf c sifatnya juga hanya penegasan terhadap ketentuan 

yang ada dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, ketentuan 

dalam huruf c ini pun relatif tidak bermasalah. 

Demikian pula dengan ketentuan huruf d merupakan bagian dari aturan 

teknis atau hukum acara terkait dengan penanganan perkara syiqāq, dan 

ketentuan inipun relatif tidak ada masalah. 

Persoalan di atas terjadi karena  dengan adanya ketentuan huruf b 

tersebut, maka 1) Adanya pemisahan dalam gugatan perceraian dengan alasan 

antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, menjadi perselisihan 

serta pertengkaran syiqāq, dan perselisihan serta pertengkaran biasa (bukan 

syiqāq); 2) Masing-masing perselisihan dan pertengkaran syiqāq dan bukan 
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syiqāq tersebut diterapkan hukum acara yang berbeda, untuk perkara 

perselisihan dan pertengkaran syiqāq ditangani dan diperiksa dengan 

menerapkan hukum acara syiqāq, sedangkan untuk perkara perselisihan dan 

pertengkaran bukan syiqāq ditangani dan diperiksa dengan menerapkan hukum 

acara biasa; 3) Majelis Hakim yang memeriksa perkara dilarang mengalihkan 

atau merubah proses penanganan perkara dari perkara yang awalnya 

merupakan perkara perselisihan dan pertengkaran biasa, kemudian karena 

dalam proses pemeriksaan perkara dinilai sebagai perkara syiqāq sehingga 

prosesnya diubah dengan menerapkan hukum acara syiqāq. 

Dengan pelurusan  pemahaman sebagaimana dikemukakan dalam 

angka 2 di atas yakni, syiqāq yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 76 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 adalah perselisihan dan pertengkaran 

terus-menerus yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dalam 

penanganan dan pemeriksaan perkara menerapkan hukum acara syiqāq 

sebagaimana dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka 

ketentuan huruf b Buku II (yang memisahkan perselisihan dan pertengkaran 

terus menerus menjadi syiqāq dan bukan syiqāq) tidak diperlukan lagi, 

karenanya harus dihapuskan.  

Dengan demikian dalam praktek pemeriksaan perkara sesuai dengan 

Hukum Acara Peradilan  hakimlah yang berwenang  menentukan suatu gugatan 

percerain itu syiqāq atau bukan kan syiqāq, menjadi kewenagan hakim pula 

apakah dalam perkara tersebut diterapkan hukum acara syiqāq atau tidak.  
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3. Sinkronisasi Surat Edaran Mahkamah Agung 

Peraturan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai alasan 

perceraian, ada tiga SEMA yang menjadi bagian pengaturan tersebut yaitu: 

a. SEMA Nomor 4 Tahun 2014 

Aturan SEMA ini ditentukan sebagai berikut: 

Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah 

tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 

2. Sudah tidak ada komunikasi; 

3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan 

kewajibannya sebagai suami istri. 

4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 

5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya pihak 

ketiga yakni wanita idaman lain, laki-laki idaman lain, kekerasan 

dalam rumah tangga, main judi dan lain-lain).35 

b. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 

SEMA ini menentukan: 

Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama 

dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri 

lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal 

menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut 

                                                           
35

 Mahkamah Agung RI, Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung 

Republik Indonesia, h. 164-165. 



291 

 

pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat 

dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan 

indikator yang secara nyata telah terbukti.
36

 

Indikator pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat harus 

digali hakim dalam pemeriksaan perkara sehingga ditemukan fakta-fakta 

antara lain: sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak saling 

bertegur sapa dalam waktu lama, tidak tidur lagi satu ranjang dalam waktu 

lama, tidak saling menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, 

tinggal satu rumah tetapi sejatinya hanya kasihan pada anak-anaknya saja, 

tidak karena suami istri, salah satu atau keduanya penggugat atau tergugat 

telah menjalin hubungan cinta dengan orang lain. Apabila rumah tangga 

sudah terindikasi demian telah menunjukkan pecahnya rumah tangga, 

sehingga tujuan suci rumah tangga sulit diwujudkan lagi.
37

 

c. SEMA Nomor 1 Tahun 2022. 

SEMA ini menentukan: 

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran 

yang terus menerus jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus 

menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) 

bulan.
38

 

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan ada ketidaksesuaian ketiga 

SEMA ini, yaitu tidak secara tegas ditentukan dalam SEMA tersebut apakah 
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ketentuan dalam SEMA ini berlaku untuk perkara perselisihan dan 

pertengkaran syiqāq atau dalam perkara bukan syiqāq. Ketidaksesuaian 

tersebut akan tetap terjadi jika ketiga SEMA tersebut diberlakukan baik 

hanya untuk perkara perselisihan dan pertengkaran bukan syiqāq saja, atau 

hanya untuk perkara syiqāq saja, ataupun diberlakukan untuk kedua-

duanya.
39

 

Hal terpenting dari dekonstruksi hukum dalam pengaturan penangan 

perkara syiqāq adalah menghilangkan pemisahan atau divergensi syiqāq dan 

bukan syiqāq dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan 

pertengkaran terus-menerus. Dekonstruksi hukum yang dilakukan adalah ke 

arah konvergensi antara syiqāq dengan perselisihan dan pertengkaran terus-

menerus, dalam analisis ini dapat dan telah dirumuskan, bahwa syiqāq yang 

ditentukan dalam penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 

adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang ditentukan dalam 

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 

huruf f Kompilasi Hukum Islam. Kemudian penanganan dan pemeriksaan 

perkaranya menerapkan hukum acara syiqāq sebagaimana dalam Pasal 76 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. 

Sebagai bagian dari dekonstruksi hukum ini, maka ketiga SEMA di 

atas haruslah disinkronkan dan ditegaskan lantaran sudah tidak ada lagi 

pemisahan syiqāq dan bukan syiqāq dalam perkara perceraian dengan alasan 

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena semua perselisihan dan 

                                                           
39

 Mengenai hal ini sudah diuraikan pada bab V sub A. 



293 

 

pertengkaran terus-menerus yang dijadikan sebagai alasan perceraian 

tersebut sudah terwadahi dalam syiqāq bahwa ketiga SEMA tersebut 

berlaku untuk perkara perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan 

dan pertengkaran terus-menerus yang melalui dekonstruksi ini telah 

diidentifikasi sebagai perkara syiqāq. 

 

  


